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TENTANG 
 

PENETAPAN TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 
KABUPATEN BANGLI 

 

 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ES. 
 

 
 

BUPATI BANGLI, 
 

Menimbang :       a.      bahwa  untuk  melaksanakan  ketentuan  Pasal  4     Ayat  ( l)   Peraturan 

Pcmerintah Nomor 69 Tahun 2010,  tentang Tata  Cara Pemberian dan 

Pemanfaatan  Insentif Pemungutan Pajak Daerah  dan  Retribusi  Daerah 

bahwa  Instansi Pelaksana  Pemungut Pajak  dan  Retribusi  dapat  diberi 

insentif apabila mencapai kinerja tertentu; 

 

 
b. bahwa yang dimaksud dengan kinerja tertentu adalah pencapaian target 

penerimaan pajak dan retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan  secara triwulan dalam 

Peraturan Kepala Daerah; 

 

 
c. bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana  dimaksud  huruf  a  dan 

huruf b,  perlu menetapkan Peraturan   Bupati tentang Penctapan Target 

Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten 

Bangli ; 

 

 
Mengingat:         1.                     Undang-Undang Nomor 69 Tahun  1958 tentang Pembcntukan Daerah• 

Daerah Tingkat I  dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I   Bali,  Nusa 

Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik 

Indonesia   Tahun   1958  Nomor   122,   Tambahan   Lembaran  Negara 

Republik Indonesia Nomor 1655);
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2. Undang-Undang     Nomor    17   Tahun    2003   tentang    Keuangan    Negara 

(Lembaran Negara   Republik          Indonesia    Tahun    2003   Nomor   47, 

Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  4286); 

 

3. Undang-Undang              Nomor        I    Tahun  2004    tentang   Perbendaharaan 

Negara (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2004  Nomor   5, 

Tambahan   Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  4355); 

 

4.       Undang-Undang    Nomor   10 Tahun  2004  tentang   Pembentukan    Peraturan 
 

Perundang-undangan     (Lembaran   Negara  Republik   Indonesia   Tahun  2004 
 

Nomor    53,   Tambahan    Lembaran    Negara    Republik    Indonesia    Nomor 
 

4389); 
 

 
5. Undang-Undang         Nomor  32     Tahun  2004           tentang   Pemerintahan 

Daerah  (Lembaran   Negara  Republik   Indonesia   Tahun  2004  Nomor   125, 

Tambahan Lembaran     Negara     Republik      Indonesia      Nomor     4437) 

sebagaimana   telah  diubah  beberapa  kali,  terakhir  dengan  Undang-Undang 

Nomor   12  Tahun  2008  tentang  Perubahan   Kedua   Atas  Undang-Undang 

Nomor   32 Tahun  2004  tentang  Pemerintahan   Daerah   (Lembaran   Negara 

Republik   Indonesia  Tahun  2008  Nomor  59, Tambahan   Lembaran  Negara 

Republik  Indonesia  Nomor  4844); 

 

6.         Undang-Undang    Nomor  33 Tahun  2004  tentang  Perimbangan   Keuangan 

antara   Pemerintah    Pusat   dan  Pemerintahan    Daerah   (Lembaran   Negara 

Republik Indonesia    Tahun    2009   Nomor    130,   Tambahan    Lembaran 

Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5049); 

 

7.       Undang-Undang     Nomor    28   Tahun    2009   tentang    Pajak   Daerah    dan 
 

Retribusi  Daerah  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2009 
 

Nomor  130, Tambahan  Lembaran Negara  Republik  Indonesia Nomor 
 

5049); 

 
8.       Peraturan   Pemerintah  Nomor  58  Tahun  2005  tentang   Pengelolaan 

 

Keuangan Daerah  (Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun 2005 
 

Nomor  140,   Tambahan Lembaran Negara  Republik  Indonesia Nomor 

4578); 

 
9. Peraturan   Pemerintah   Nomor   69   Tahun   2010   tentang   Tata   Cara 

Pemberian dan Pemanfaatan Intensif Pemungutan Pajak Daerah dan 

Retribusi  Daerah  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia Tahun  2010 

Nomor  119,  Tambahan Lembaran Negara  Republik  Indonesia Nomor 

5161);
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10. Peraturan  Menteri  Dalarn Negeri  Nomor  13  Tahun  2006  tentang  Pedoman 

Pengelolaan  Keuangan     Daerah     sebagaimana      telah     diubah     dcngan 

Peraturan Mentcri    Dalam    Negeri    Nomor    59   Tahun    2007    tentang 

Perubahan   Atas  peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor   13  Tahun  2006 

tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah; 

 

11. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bangli  Nomor  8 Tahun  2008  tentang  Urusan 

Pemerintahan yang    Menjadi    Kewenangan     Pemerintahan      Kabupatcn 

Bangli   (Lernbaran    Daerah   Kabupaten    Bangli   Tahun   2008   Nomor   8, 

Tambahan   Lembaran  Daerah  Kabupaten  Bangli  Nomor  7); 

 

12. Peraturan    Daerah   Kabupaten    Bangli   Nomor    10  Tahun   2008   tentang 

Pembcntukan Susunan     Organisasi     dan    Tata    kerja    Dinas    Daerah 

Kabupaten    Bangli   (Lembaran    Daerah   Kabupaten    Bangli   Tahun   2008 

Nomor  10); 

 
13. Peraturan    Daerah   Kabupaten    Bangli   Nomor    11    Tahun   2008   tentang 

Pembentukan   susunan  Organisasi  dan Tata Kerja  Lembaga  Tcknis  Daerah 

Kabupaten   Bangli  (Lembaran  Dacrah  Kabupaten   Bangli  Tahun  2008); 

 

 
MEMUTUSKAN: 

 

 

Mcnctapkan PERATURAN BUPATI    BANGLI   TENTANG   PENETAPAN    TARGET 

PENERIMAAN  PAJAK      DAERAH      DAN     RETRIBUSI       DAERAH 

KABUPATEN   BANGLI 
 

Pasal  I 
 
(1)   Pemerintah   Kabupaten   Bangli  menetapkan   target  penerimaan   Pajak  Daerah 

dan Retribusi  Daerah; 

 
(2)   Target    penerimaan     Pajak    Daerah    dan   Rctribusi    Dacrah    sebagaimana 

dimaksud pada    Ayat    (I)    adalah    sebesar    Rencana     Penerimaan     pada 

Pendapatan    Asli  Daerah     Kabupaten   Bangli   dalam   Anggaran   Pendapatan 

dan Belanja  Kabupaten  Bangli  setiap tahun  anggaran. 

 

Pasal  2 
 

Besaran pencapaian  target pencrimaan  Pajak Daerah dan Retribusi Dacrah 

pertriwulan   dihitung   berdasarkan    prosentase   masing-masing    Pajak  Daerah 

dan Retribusi  Daerah  sebagai berikut  :
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a.      Sampai  dengan  triwulan  I       :     15% (lima  betas  persen) 

 
b.     Sampai  dengan  triwulan  II      :    40% (empat   puluh  presen) 

 
C.        Sampai  dengan  triwulan  III    :    75% (tujuh  puluh  lima persen) 

 

 
d.      Sampai  dengan  triwulan  IV    :       100% (seratus  presen) 

Pasal  3 

Peraturan  Bupati  ini mulai berlaku  pada tanggal  diundangkan. 
 

 
Agar  setiap  orang  mengetahuinya,   memerintahkan    pengundangan   Peraturan 

 

Bupati  ini dengan  penempatannya   dalam  Berita  Daerah  Kabupaten   Bangli. 
 
 
 
 

Ditetapkan   di Bangli  

pada tanggal 21 Maret 2011 
 

BUPATI  BANGLI,  

   

ttd 

 

I MADE GIANY AR 

 
Diundangkan  di Bangli 

 

Pada tanggal 21 Maret 2011 
 

SEKRETARIS DAERAH  KABUPATEN 

BANG LI, 

  ttd 
 

I WAYAN  SUTAPA 
 
 

BERITA DAERAH  KABUPATEN  BANGLI TAHUN 2011 NOMOR 24 

 

         

        Salinan sesuai dengan aslinya 

        KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM 

        SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI, 

                    ttd 

        IDA BAGUS MADE WIDNYANA,SH., M.SI 

        PEMBINA TK.I (IV/b) 

        NIP.19650210 199503 1 003 

 

 

 


